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BAB II 

PERJANJIAN (AKAD) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH 

 

A. Perjanjian/Perikatan (Akad) 

Kata akad berasal dari bahasa arabal-aqdu dalam bentuk jamak disebut 

al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul.Menurut ulama fiqh, kata akad 

didefinsikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai kehendak syariat 

yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. 

Rumusan akad diatas mengidentifikasikan bahwa perjanjian harus merupakan 

perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang 

akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama dalam 

ijab dan Kabul.Kedua sesuai denngan kehendak syariat.Ketiga adanya akibat 

hukum pada objek perikatan.
12

 

Sedangkan pengertian akad menurut terminologi/istilah ulama fiqh, 

akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus:
13

 

1. Pengertian umum 

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan 

pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama 

Syafi‟iyah,Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: Segala sesuatu yang 

dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti 

wakaf,talak,pembebasan,atau sesuatu yang pembentukanya membutuhkan 

keinginan dua orang seperti jual-beli,perwakilan,dan gadai.
14
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Mardani,Fiqh Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana, 2012), h. 71 
13

Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43 
14

Ibid, h. 43 
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2. Pengertian khusus 

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, 

diantaranya adalah: perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul 

berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya. 

Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan 

suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga 

terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarakan syara‟. Oleh 

karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat 

dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada 

keridaan dan syariat Islam.
15

  

 

B. Rukun dan Syarat Perjanjian 

1. Rukun Akad 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-

masing, makatimbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang 

diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:
16

 

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan 

qabul.Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainya yang 

menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya 

sudah pasti.
17

 

                                                             
15

Ibid, h. 45 
16

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), cet ke-5, h. 46 
17

Rachmat Syafei, op.cit.,h. 45 
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Sementara jumhur ulama fiqh mennyatakan bahwa rukun akad 

terdiri atas: 

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (shigahat al-‘aqdd) 

2. Pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqidain) 

3. Obyek akad (al-ma’qud alaih) 

Shighat al-‘aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena 

melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan 

akad.Shighat al-‘aqad ini diwujudkan melalui ijab dan qabul.
18

 

Defenisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan 

perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh 

orang pertama, baik yang meyerahkan maupun yang menerima, sedangkan 

qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, 

yang menunjukan keridhaan atas ucapan orang pertama. 

2. Syarat Perjanjian (Akad) 

Para ulama fiqh menetapkan bebrapa syarat umum yang harus 

dipenuhi oleh suatu akad.Di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-

syarat khusus.Akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, sedangkan 

akad al-wadi’ah, al-hibah, dan al-ijarah (sewa-menyewa) demikian juga. 

Adapun syarat-syarat umum suatu akad itu adalah:
19

 

a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hokum 

(mukallaf) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak 

                                                             
18

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 99 
19

Ibid, h. 101 
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atau belum cakap bertinadak hokum, maka harus dilakukan oleh 

walinya  

b. Obyek akad itu diakui oleh syara‟. Untuk obyek akad ini disyaratkan 

pula: a. berbentuk harta, b. dimiliki oleh sesorang, dan c. bernilai harta 

menurut syara‟. Oleh sebab itu, jika obyek akad itu sesuatu yang tidak 

bernilai harta dalm islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar 

(minuman keras). Disamping itu, jumhur ulama fiqh selain ulama 

Hanafiyah, menyatakan bahwa barang najis, seperti anjing, bulu dari 

babi, bangkai dan darah tidak bisa dijadikan obyek akad, karena najis 

tidak bernilai harta dalam syara‟. 

c. Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadis) syara‟. 

d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusu yang terkait 

dengan akad itu. 

e. Akad itu harus lah bermanfaat 

f. Pernyataan ijab tetap utuh dah sahih sampai terjadinya qabul. Apabila 

ijab tidak utuh dan shahih lagi ketika  qabuldiucapkan, maka akad itu 

tidak sah. 

g. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan 

yang menggambarkan proses suatu transaksi. 

h. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’. Misalnya dalam akad ijarah 

(sewa menyewa) tujuannya adalah pemilikan manfaat bagi orang yang 

menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. 
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C. Perjanjian Keja (Ijarah) 

Didalam islam memang belum ditemukan teori yang menjelaskan 

mengenai outsourcing secara spesifik, tetapi jika kita telaah lebih jauh 

mengenai konsep dan unsur outsourcing tentu dapat kita qiyaskan
20

kedalam 

konsep ijarah. 

Al-  Ijãrah   berasal  dari  kata  al-Ajru  yang  berarti  upah,  sedangkan 

pengertian  syara‟,  al-  Ijãrah  adalah  Suatu  jenis  akad  untuk  mengambil 

manfaat dengan jalan penggantian. 

Ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.Ijarah 

merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan 

hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan 

dan lain-lain.
21

 

Secara terminologi, para ulama berbeda-beda mendefenisikan ijarah, 

menurut Hanfiyah ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat 

yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. 

Sementara menurut Malikiyah ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk 

kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 

                                                             
20

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang  lainya atau penyamaan 

sesuatu dengan yang  sejenisnya. Ulama ushul fiqih memberikan definisi yang berbeda-beda 

tergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas dan istinbath hokum.Rukun qiyas 

terdiri atas empat unsure yang pertama adalah Ashl (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada 

naskh yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan, yang kedua adalah Far’u (cabang) yaitu 

peristiwayang tidak ada nash-nya.Far’u itulah yang dikhendaki untuk disamakan hukumnya 

dengan nash. Yang ketiga yaitu hokum Ashl yaitu hukum syara‟ yang ditetapkan oleh suatu nash. 

Yang keempat yaitu illat yaitu suatu  sifat yang  terdapat pada Ashl. Dengan adanya sifat itulah 

Ashl mempunyai suatu hokum.Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hokum itu 

disamakan dengan hokum ashl.Rahmad syafe‟i. ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 

cet ke-3 h. 86-88 
21

Nasrun Haroen, op.cit., h. 228 
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dipindahkan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. 

Al-ijarahadalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui pembayaran upah,tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
22

 

Sementara dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam karangan 

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menerangkan bahwa kontrak 

kerja dapat diartikan al-Ijãrah (sewa menyewa) yang maksudnya “Suatu jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”, dari pengertian 

tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah 

pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan terjadinya 

peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang 

disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti 

kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga 

berupa karya pribadi seperti pekerja.
23

 

Menurut Helim Karim dalam buku Fiqh Muamalah menerangkan 

bahwa Ijãrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 

pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena 

melakukan sesuatu aktivitas.24 

Ghufron A. Mas‟adi  dalam  bukunya  yang  berjudul  

“FiqhMuamalah”.  Kontekstual  menjelaskan  bahwa  Ijãrah  dapat  

                                                             
22

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dar Teori ke Praktek, (Jakarata: Gema 

Insani Press, 2001), h. 117 
23

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1996),  h. 52 
24

Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997),  h. 29 
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dibedakan menjadi dua, yaitu Ijãrah yang mentransaksikan manfaat harta 

benda yang lazim disebut persewaan, dan Ijãrah yang mentransaksikan 

manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.
25

 

Ijãrahdapat disimpulkan bahwa dalam menterjemahkan ijarahtersebut 

janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, 

tetapi harus dipahami dalam arti luas.Dalam arti luas, Ijãrah bermakna suatu 

akad yang berisi penukaran manfaat sesuatudengan jalan memberikan imbalan 

dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam 

kontrak kerja. 

Ijãrah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-

hari,karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita 

dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga 

atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan 

pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat 

kebiasaan yang berlaku. Dalam hubungan ini syariat Islam memikulkan 

tanggung jawab bagi kedua belah pihak.Pihak pekerja yang telah mengikat 

kontrak, wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan 

pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.
26

 

Berdasarkan definisi-defenisi diatas, sekiranya dapat dipahami bahwa 

ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya.Al-ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa 

                                                             
25

Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontektual,Cet ke. I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002),  h. 183 
26

Hamzah Ya‟qub, Kode Etik Datang Menurut Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), 

h. 326. 
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diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu 

sendiri. 

Perjanjiaan kerja dalam syariah islam digolongkan kepada perjanjian 

sewa-menyewa, yaitu ijarah a’yan, sewa menyewa tenaga manusia untuk 

melakukan pekerjaaan. Al-ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqh 

hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, 

tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.
27

Dalam istlah hukum islam, 

pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajir,(ajir ini terdiri dari ajirkhas 

yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang terntentu 

dan ajir musytarak yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang 

banyak. 

Ijarahdapat dijelaskan juga sebagai pemilikan jasa dari seseorang ajir 

(orang yang dikontrakan tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak 

tenaga), serta pemilikan harta dari musta’jir oleh ajir. Ijarah pada hakikatnya 

termasuk kedalam akad jual-beli, perbedaanya dengan jual beli biasa adalah 

bahwa objek akad (yang dibeli) dalam akad ijarah tidak berupa barang 

melainkan berupa manfaat, baik manfaat  barang maupun manfaat orang 

(manfaat yang lahir dari orang/jasa).  

Mencermati unsur-unsur ijarah tersebut, dapat dipastikan bahwa akad 

kerja sama antar perusahaan  dan buruh atau antara majikan dan karyawan 

merupakan bagian dari ijarah. Akad kerja sama tersebut sah sepanjang 

memenuhi syarat-syarat yang mengacu kepada prinsip-prinsip kerelaan kedua 
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belah pihak, upahnya jelas, jenis pekerjaan dan waktunya jelas dan tidak ada 

unsur pemerasan (adamul istiglal). 

Intinya selagi buruh melakukan pekerjaan dengan benar dan majikan 

memberikan hak-hak buruh sesuai kesepakatan bersama dan tepat waktu, 

maka hukumnya dibolehkan. Adapun format system pekerjaan, apakah 

tradisioanal,sistem kontrak atau sub-kontrak (outsourcing) adalah masalah 

teknis yang dinamis dari waktu ke waktu yang dibolehkan dalm islam.  

Bila di atas pernah disinggung bahwa ijarah itu berlaku umum atas 

setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang 

diambil, maka pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas: pertama, pemberian 

imbalan karena mengambil manfaat dari suatu „ain. Kedua, pemberian 

imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh nafs.
28

Jenis pertama 

mengarah kepada sewa-menyewa, dan jenis kedua lebih tertuju kepada upah-

mengupah.Jadi, soal perburuhan pun termasuk ke dalam bidang ijarah. 

Islam sebagai sebuah ideologi yang lengkap mempunyai penyelesaian 

tuntas bagi permasalahan buruh.Hubungan ketenagakerjaan di dalam 

pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling 

menguntungkan.Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh 

pihak lainnya.Oleh karena itu, kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja 

adalah kontrak kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha 

diuntungkan karena ia menperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan 

pekerjaan tertentu yang dibutuhkannya. Sebaliknya, pekerja diuntungkan 

karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha 

karena ia memberikan jasa kepadanya. 
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D. Rukun Dan Syarat Perjanjian Kerja (Ijarah) 

1. Rukun perjanjian kerja(ijarah) 

Ijãrah Dalam Islam akan dianggap sah apabila telahmemenuhi 

rukun-rukunnya dan penulis menyimpulkan bahwa rukun Ijãrah adalah 

sebagaimana yang termaktub dalam rukun jual beli sebagai berikut : 

a. Adanya ijab dan qabul 

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang 

menyewakan suatu barang atau benda, hal ini sesuai dengan pendapat 

Sayyid Sabiq bahwa :Ijãrah menjadikan ijab qabul dengan memakai 

lafadz sewa atau kuli yang berhubungan dengannnya atau dengan 

lafadz atau ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. 

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan 

yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 

menerimanya.Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk 

menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang 

dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.
29

Dari pengertian tersebut, 

ijab qabul terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan 

kewajiban atas masing- masing secara timbal balik, hal sesuai dengan 

firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 29:  
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Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: 

UII Press, 2000), h. 65 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
30

 

 

b. Adanya dua pihak yang mengadakan akad 

Rukun yang kedua dari Ijãrah adalah adanya perjanjian Ijãrah 

yaitu adanya akad atau orang yang melakukan akad, baik ituorang 

yang menyewakan atau orang yang akan menyewa barangnya. Suatu 

akad akan dinamanakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang 

yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad 

itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara’.Dengan 

kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkan syara’ ditinjau dari 

rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya. 

Untuk rukun yang kedua ini para ulama sepakat bahwa kedua 

belah pihak yang melakukakan akad harus memenuhi syarat sebagai 

berikut, yaitu keduanya harus berkemampuan yaitu harus berakal dan 

dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk atau antara yang 

haq dan yang bathil, maka akadnya menjadi sah jika itu terpenuhi.Jika 

salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat 

membeda-bedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya 

tidak sah. 

Firman Allah Q.S An-nisa ayat 5 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. (Jakarta : 

Syamil cipta media, 2005), cet. Ke-1. h. 84 
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Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik.
31

 

 

Maksud ayat di atas adalah apabila harta benda tidak boleh 

diserahkan kepada orang yang belum berakal sempurna, maka ini 

berarti bahwa orang yang tidak ahli itu tidak boleh melakukan akad 

(ijab dan qabul).Dalam artian suatu akad akan batal apabila terjadi 

pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan atau 

obyeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan 

demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang 

oleh syara’. 

c. Adanya obyek (ma‟qud alaih) 

Rukun yang ketiga adalah harus ada barang yang dijadikan 

obyek untuk akad.Ma‟qud alaih dijadikan rukun karena kedua belah 

pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaannya, serta 

harganya. Sesuatu yang dijadikan obyek perjanjian kontrak kerja 

adalah berupa tenaga manusia atau keterampilan, karena tanpa adanya 

obyek, maka tidak akan terwujud suatu akad, hal ini untuk 
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menghindari adanya unsur penipuan dalam bidang pekerjaan dan 

pemberian upah. 

Adanya ma‟qud alaih ini digunakan untuk menghindari 

terjadinya unsur penipuan sebagaimana Islam melarang adanya 

penipuan dalam hal jual beli, ini berlaku juga dalam sewa menyewa,  

Mencermati rukun-rukun ijarah tersebut, kita dapat memastikan 

bahwa akad kerjasama antara perusahaan dan buruh atau antara majikan 

dan karyawan merupakan bagian dari pada ijarah.Majikan sebagai 

musta‟jir dan karyawan atau buruh sebagai ajir.Akad kerjasama 

tersebutsah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada 

prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, upahnya jelas, jenis pekerjaan, 

dan waktu kerjanya jelas, dan juga tidak ada unsur pemerasan.Dalam hal 

tersebut, tidak ada perbedaan antara buruh tetap dan buruh tidak tetap, 

yakni sama-sama sah dan boleh dilakukan sepanjang memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan. 

2. Syarat perjanjian kerja (ijarah) 

Untuk sahnya sewa menyewa (Ijãrah) pertama kali harus dilihat 

terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian sewa 

menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat 

untuk melakukan perjanjian pada umumnya.  

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak 

cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi‟i dan Imam 
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Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), perjanjian 

sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut 

mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk 

membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal). 

Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi dalam 

buku Hukum Perjanjian dalam Islam menjelaskan bahwa untuksahnya 

perjanjian sewa menyewa (Ijãrah) harus terpenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:
32

 

a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, 

maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur 

paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.Firman Allah Swt dalam 

surat an-Nisa ayat 29  

b. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjian, maksudnya 

harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang 

yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama 

waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang 

diperjanjian). Dalam hal kontrak kerja termasuk juga jelas dalam hal 

suatu pekerjaan yang akan dikerjakan, upah yang akan diterima, masa 

waktu bekerja dan lain sebagainya 

c. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. 

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dandapat 

dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) 
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Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis.Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1994), h.  53-54 
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barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan 

sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu 

dapat dibatalkan.Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil 

suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha merasa tidak dirugikan 

d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan.Maksudnya barang yang 

diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai 

dengan yang diperjanjikan, dalam hal kontrak kerja dapat diartikan 

sebagai suatu pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati antara kedua pihak. 

e. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam 

agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak 

dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib 

untuk ditinggalkan. Dalam hal kontrak kerja semisal orang 

menyewakan seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya itu 

akan menjadikan Ijãrah batal, karena upah yang diberikan adalah 

penggantian dari yang diharamkan, dan masuk ke dalam kategori 

memakan uang hasil pekerjaan yang di larang oleh agama.  

Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijarah semacam ini 

diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, yaitu 

ijarah yang bersifat kelompok (serikat).Ijarah yang bersifat pribadi juga 
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dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, 

dan satpam.
33

 

Masalah upah adalah masalah yang sangat penting yang 

mempunyai dampak yang sangat luas.Upah atau gaji adalah hak 

pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh 

diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan.
34

Sebegitu 

pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada 

para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah 

harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. 

Upah disebut juga ujrah dalam Islam. Upah adalah suatu bentuk 

kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja.Untuk mengetahui 

definisi upah versi Islam secara menyeluruh ada baiknya kita melihat 

terlebih dahulu Qur‟an Surat at-Taubah Ayat 105  

                           

                   

 

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 

kerjakan. 

   

Proses penentuan upah yang islami bersala dari dua faktor, yaitu 

obyektif  dan  subyektif.  Obyektif  adalah  upah  yang ditentukan melalu 
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Helmi Karim, op.cit., h. 236 
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pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subyektif, 

upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial.Maksud dari 

pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga 

kerja. Sebagaimana sabda Rasullah SAW :  

رسول الله صلي الله عليه و سلم ا عط الاجيره قبل ان  : قالعمر قال به عه عبد الله

() رواه اين ما جة يجف عرقه
35

 

 

Artinya : Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Telah bersabda 

rasullah:"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 

kering". (HR. Ibn Majah) 

Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan 

melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja.Namun harus ada 

sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Islam sangat menghargai 

nilai-nilai  kemanusiaan.  Berbeda  dengan  konvensional  yang  hanya 

memandang  manusia  sebagai  barang  modal.  Manusia  tidak  boleh 

diperlakukan  seperti  hanya  barang  modal,  misalnya  mesin.  Manusia 

membutuhkan waktu untuk istirahat, sosialisasi, yang terpenting adalah 

waktu untuk beribadah. 

                                                             
35 Muhammad Ibn Yazid Abu „Abd Allah al-Qazwiniyy, Sunnah Ibn Majah, (Dar al-fikr, 

Beirut, t.th,) juz.2, h. 817 

 


